
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1606, 2017 KEMENDAGRI. Kompetensi Pemerintahan.  

 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 108 TAHUN 2017 

TENTANG 

KOMPETENSI PEMERINTAHAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 233 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Pasal 98 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kompetensi 

Pemerintahan; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4916); 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
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atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG 

KOMPETENSI PEMERINTAHAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang 

dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negera, 

berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku 

yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, 

sehingga Aparatur Sipil Negera tersebut dapat 

melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan 

efisien. 

2. Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan 

karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur 

Sipil Negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas 

pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di 

lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan 

Daerah secara profesional. 

3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 

Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh 

pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 

suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 
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lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya 

disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi 

kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan 

dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan 

bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam 

rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja di sesuai 

struktur pekerjaan diberbagai sektor. 

5. Kerangka Kualifikasi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri 

yang selanjutnya disingkat KK-APDN adalah kerangka 

penjenjangan kualifikasi Kompetensi Pemerintahan yang 

dapat menyandingkan, menyetarakan dan 

mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang 

pendidikan dan pelatihan serta pengalaman kerja dalam 

rangka pemberian pengakuan Kompetensi Pemerintahan 

di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah 

Daerah.  

6. Standar Kompetensi Pemerintahan yang selanjutnya 

disebut Standar Kompetensi adalah adalah rumusan 

kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang 

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperlukan untuk 

melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai 

jenjang jabatannya di lingkungan Kementerian Dalam 

Negeri dan Pemerintahan Daerah secara profesional. 

7. Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan adalah proses 

pemberian Sertifikat Kompetensi Pemerintahan kepada 

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilakukan secara 

sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang 

mengacu kepada Standar Kompetensi Pemerintahan. 

8. Sertifikat Kompetensi Pemerintahan adalah bukti 

pengakuan tertulis atas penguasaan Kompetensi 

Pemerintahan yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

9. Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam 

Negeri, selanjutnya disingkat LSP-PDN adalah lembaga 

pelaksana uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi  yang 
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dibentuk oleh Menteri untuk melaksanakan uji 

kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan  bagi 

pegawai ASN di lingkungan Pemerintahan Provinsi dan 

Kabupaten/Kota. 

10. Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam 

Negeri di Provinsi, selanjutnya disingkat LSP-PDN Provinsi 

adalah lembaga pelaksana uji kompetensi dan sertifikasi 

kompetensi  yang dibentuk oleh Gubenur untuk 

melaksanakan uji kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi 

Pemerintahan bagi pegawai ASN di lingkungan 

pemerintahan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota 

di wilayahnya. 

11. Uji Kompetensi Pemerintahan adalah proses penilaian 

yang dilakukan melalui pengumpulan bukti yang relevan 

untuk menentukan seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara 

kompeten atau belum kompeten pada jenjang sertifikasi 

pemerintahan tertentu. 

12. Tempat Uji Kompetensi adalah tempat yang memenuhi 

persyaratan sebagai tempat untuk melaksanakan uji 

kompetensi sesuai dengan materi dan metoda uji 

kompetensi yang akan dilaksanakan. 

13. Asesor Kompetensi Pemerintahan adalah seseorang yang 

memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk 

melakukan dan/atau menilai Kompetensi Pemerintahan. 

14. Komite Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan adalah 

Komite yang bertugas memberi pertimbangan dan/atau 

usulan bersifat strategis tentang arah dan pengembangan 

Kompetensi Pemerintahan. 

15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dalam negeri. 

 

Pasal 2 

(1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan 

pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan 

pengawas pada Perangkat Daerah harus memenuhi 

persyaratan kompetensi: 

a. teknis; 
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b. manajerial;   

c. sosial kultural; dan 

d. kompetensi pemerintahan. 

(2) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, 

pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja 

secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi. 

(3) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan 

struktural atau manajemen, dan pengalaman 

kepemimpinan. 

(4) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan 

dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan 

budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. 

(5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga 

pemerintah nonkementerian setelah dikoordinasikan 

dengan Menteri. 

 

Pasal 3 

(1) Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1) huruf d dibuktikan dengan sertifikat. 

(2) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menjadi salah satu persyaratan untuk menduduki jabatan 

pada perangkat daerah dan pengembangan karier pegawai 

ASN di daerah 

 

Pasal 4 

(1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperoleh 

melalui Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan. 

(2) Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Standar 

Kompetensi. 

(3) Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sistem 

Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan. 
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(4) Sistem Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) meliputi: 

a. KK-APDN; 

b. standar kompetensi; dan 

c. uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi 

pemerintahan. 

 

BAB II 

KERANGKA KUALIFIKASI  

APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI 

  

Pasal 5 

(1) KK-APDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) 

huruf a, terdiri dari 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, 

dimulai dari jenjang 1 (satu) sebagai jenjang terendah 

sampai dengan jenjang 9 (sembilan) sebagai jenjang 

tertinggi. 

(2) Jenjang kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 

a. jenjang 1 sampai dengan jenjang 3 dikelompokkan 

dalam jabatan operator; 

b. jenjang 4 sampai dengan jenjang 6 dikelompokkan 

dalam jabatan teknisi atau analis; dan 

c. jenjang 7 sampai dengan jenjang 9 dikelompokkan 

dalam jabatan ahli. 

(3) Penjenjangan kualifikasi kompetensi pemangku jabatan di 

lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah 

Daerah mengacu kepada jenjang kualifikasi KK-APDN 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Deskripsi kemampuan kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara 

yang menduduki jabatan di lingkungan Kementerian 

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah pada masing-masing 

jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

mengacu kepada deskripsi kemampuan pada jenjang KKNI. 
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BAB III 

STANDAR KOMPETENSI PEMERINTAHAN 

 

Pasal 6 

(1) Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (2) meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

kerja yang dibutuhkan dalam  melaksanakan tugas 

pemerintahan dalam negeri. 

(2) Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan:  

a. kebijakan Desentralisasi; 

b. hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah; 

c. pemerintahan umum; 

d. pengelolaan keuangan Daerah; 

e. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah;  

f. hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD; dan  

g. etika pemerintahan. 

 

Pasal 7 

(1) Standar Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud 

dalam  Pasal 4 meliputi: 

a. standar kompetensi kebijakan Desentralisasi; 

b. standar kompetensi hubungan Pemerintah Pusat 

dengan Daerah; 

c. standar kompetensi pemerintahan umum; 

d. standar kompetensi pengelolaan keuangan Daerah; 

e. standar kompetensi Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah;  

f. standar kompetensi hubungan Pemerintah Daerah 

dengan DPRD; dan  

g. standar kompetensi etika pemerintahan. 

(2) Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikelompokkan sesuai dengan jenjang jabatan ASN, yang 

meliputi: 
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a. standar kompetensi pemerintahan untuk pelaksana; 

b. standar kompetensi pemerintahan untuk pejabat 

fungsional; 

c. standar kompetensi pemerintahan untuk pengawas; 

d. standar kompetensi pemerintahan untuk administrator; 

e. standar kompetensi pemerintahan untuk jabatan 

pimpinan tinggi pratama; dan 

f. standar kompetensi pemerintahan untuk jabatan 

pimpinan tinggi madya. 

(3) Kompetensi pada tingkat atau jenjang jabatan yang lebih 

tinggi merupakan kumulatif dari penguasaan kompetensi 

tingkat atau jenjang jabatan di bawahnya.  

 

Pasal 8 

(1) Selain pengelompokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

7 ayat (2), Standar Kompetensi dikelompokkan untuk 

jabatan tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.   

(2) Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

untuk jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas yang 

bersifat khusus yaitu lurah, camat dan sekretaris daerah. 

 

Pasal 9 

Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

dan Pasal 8 digunakan sebagai acuan dalam: 

a. pelaksanaan tugas Pegawai ASN; 

b. menguji kompetensi Pegawai ASN di bidang Kompetensi 

Pemerintahan; 

c. sertifikasi Kompetensi Pegawai ASN di bidang Kompetensi 

Pemerintahan; dan 

d. pengembangan kompetensi bagi Pegawai ASN di bidang      

Kompetensi Pemerintahan. 

 

Pasal 10 

(1) Standar Kompetensi dapat dilakukan kaji ulang untuk 

memelihara validitas, reliabilitas dan perubahan Standar 

Kompetensi. 
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(2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilaksanakan oleh Tim Standarisasi Kompetensi 

Pemerintahan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 

(3) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun. 

 

Pasal 11 

(1) Kaji ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

dilakukan berdasarkan hasil monitoring, evaluasi 

dan/atau usulan pemangku kepentingan. 

(2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

aspek kesesuaian Standar Kompetensi, antara lain dengan:  

a. perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; 

b. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

c. perubahan cara kerja; dan 

d. perubahan lingkungan kerja dan persyaratan jabatan 

Pegawai ASN di daerah. 

 

BAB IV 

UJI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI 

PEMERINTAHAN 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 12 

Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan melalui Uji Kompetensi 

Pemerintahan. 

 

Pasal 13 

(1) Uji Kompetensi Pemerintahan bersifat: 

a. wajib; dan  

b. sukarela. 

(2) Uji Kompetensi Pemerintahan yang bersifat wajib 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan 
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untuk pejabat pengawas, administrator, jabatan pimpinan 

tinggi pratama dan jabatan pimpinan tinggi madya. 

(3) Uji Kompetensi Pemerintahan yang bersifat sukarela  

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan  

untuk pejabat pelaksana dan pejabat fungsional. 

 

Bagian Kedua 

Tim Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan 

 

Pasal 14 

(1) Menteri membentuk Tim Sertifikasi Kompetensi 

Pemerintahan untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan 

Uji Kompetensi Pemerintahan. 

(2) Tim Sertifikasi  Kompetensi Pemerintahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur yang mewakili 

Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, LSP-PDN, 

Pakar dan Perwakilan Pemerintah Provinsi. 

(3) Tim Sertifikasi  Kompetensi Pemerintahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan 

Menteri. 

 

Pasal 15 

(1) Uji Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud 

dalam  Pasal 13 dilaksanakan oleh: 

a. LSP-PDN; dan  

b. LSP-PDN Provinsi. 

(2) LSP-PDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

melaksanakan uji kompetensi terhadap pegawai ASN di 

lingkungan Pemerintah Daerah yang belum dapat 

melaksanakan Uji Kompetensi Pemerintahan. 

(3) LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, melaksanakan uji kompetensi terhadap pegawai 

ASN di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan daerah 

kabupaten/ kota.   
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Pasal 16 

(1) LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

ayat (1) dibentuk oleh Gubernur atas persetujuan Menteri. 

(2) LSP-PDN Provinsi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

melaksanakan Uji Kompetensi Pemerintahan berdasarkan 

sistem sertifikasi Kompetensi yang dilaksanakan Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

 

Bagian Ketiga 

Persyaratan Uji Kompetensi 

 

Pasal 17 

(1) Persyaratan Uji Kompetensi Pemerintahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13: 

a. diusulkan oleh Pejabat yang berwenang; 

b. foto copy ijazah terakhir; 

c. foto copy Keputusan pangkat dan jabatan terakhir; 

d. foto copy Kartu Tanda Penduduk; dan 

e. surat keterangan berbadan sehat dari Dokter 

Pemerintah. 

(2) Pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah 

provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, 

mengusulkan Pegawai ASN yang telah memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 

mengikuti Uji Kompetensi Pemerintahan  kepada Menteri 

atau kepada Gubernur. 

(3) Menteri menugaskan LSP-PDN dan Gubernur menugaskan 

LSP-PDN Provinsi untuk melaksanakan Uji Kompetensi 

Pemerintahan sesuai dengan jenjang jabatannya 

berdasarkan usulan peserta uji kompetensi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2). 
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Bagian Keempat 

Tatacara Uji Kompetensi 

 

Pasal 18 

Uji Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 

a.  pelaksanaan Uji Kompetensi Pemerintahan; 

b.  pemberian keputusan hasil Uji Kompetensi Pemerintahan; 

dan  

c.  pemberian sertifikat kompetensi pemerintahan. 

 

Pasal 19 

Pelaksanaan Uji Kompetensi Pemerintahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi tahapan: 

a. pembentukan  tim uji kompetensi pemerintahan; 

b. perencanaan uji kompetensi pemerintahan; 

c. pelaksanaan uji kompetensi pemerintahan; dan  

d. pemberian rekomendasi  rekomendasi hasil uji kompetensi 

peserta. 

 

Pasal 20 

(1) Pembentukan tim Uji Kompetensi Pemerintahan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, 

dilaksanakan oleh Kepala LSP-PDN. 

(2) Tim Uji Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: 

a. 1 (satu) orang  koordinator uji kompetensi 

pemerintahan;  

b. 1 (satu) orang asesor pemerintahan; dan  

c. 1 (satu)  orang perwakilan LSP-PDN.  

(3) Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),   

memiliki jenjang jabatan minimal sama dengan peserta  uji 

kompetensi serta memiliki kompetensi yang relevan dengan 

konteks materi uji kompetensi dan bidang tugas peserta. 

(4) Persyaratan untuk menjadi anggota tim Uji Kompetensi 

Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

meliputi: 
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a. pegawai negeri sipil; 

b. memiliki sertifikat asesor kompetensi pemerintahan; 

dan  

c. teregistrasi sebagai asesor kompetensi pemerintahan 

pada Kementerian Dalam Negeri. 

 

Pasal 21 

(1) Menteri  dapat menugaskan Pakar dan/atau praktisi 

penguji dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Pemerintahan, 

apabila diperlukan untuk membantu Tim Uji kompetensi  

dalam jangka waktu tertentu. 

(2) Pakar  dan/atau praktisi penguji sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi  pejabat pimpinan tinggi atau purna 

tugas pejabat pimpinan tinggi dan/atau purna tugas 

pejabat fungsional tertentu yang memiliki keahlian dan 

pengalaman  yang relevan. 

 

Pasal 22 

Perencanaan Uji Kompetensi Pemerintahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi: 

a. cakupan standar yang akan diujikan; 

b. materi uji kompetensi; 

c. metode uji kompetensi; 

d. kontekstualisasi uji kompetensi; 

e. jenis bukti yang digunakan; 

f. alat peraga yang dibutuhkan;  

g. tim uji kompetensi; 

h. persyaratan peserta uji kompetensi; 

i. waktu pengujian; dan 

j. tempat uji kompetensi. 

 

Pasal 23 

Metode Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

22 huruf c, disesuaikan dengan konteks kompetensi yang 

akan dinilai dan kondisi peserta. 
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Pasal 24 

(1) Jenis bukti yang digunakan dalam Uji Kompetensi 

Pemerintahan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 

huruf e, mencakup: 

a. bukti langsung, yaitu bukti yang diperoleh pada saat uji 

kompetensi berlangsung; 

b. bukti tidak langsung yaitu bukti yang diperoleh melalui 

metoda uji kompetensi yang sesuai dengan kompetensi 

peserta; dan 

c. bukti  tambahan  yaitu bukti  berdasarkan capaian 

kinerja sebelumnya, hasil pendidikan dan 

pelatihan/pengembangan kompetensi atau tinjauan 

ulang berdasarkan keterangan pihak lain yang terkait 

dengan unjuk kompetensi peserta di tempat kerja.  

(2) Metode pengumpulan bukti kompetensi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: 

a. observasi terhadap kinerja aktual, simulasi dan 

peragaan unjuk kerja terhadap standar yang diujikan 

untuk mengumpulkan bukti langsung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a; 

b. wawancara, tes lisan, dan tes tertulis untuk 

mengumpulkan bukti tidak langsung sebagaimana 

dimaksud pada  ayat (1) huruf b; dan 

c. portofolio, dokumen hasil kerja, Laporan pihak ketiga 

dan Sertifikat/ijasah pendidikan formal atau pelatihan 

untuk mengumpulkan bukti tambahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c. 

(3) Persyaratan bukti yang dikumpulkan dalam proses Uji 

Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus:  

a. menunjukkan kemampuan dan pengetahuan melalui 

unit kompetensi yang relevan; 

b. mengindikasikan keahlian dan pengetahuan yang 

diterapkan ke dalam kerja nyata; 

c. memperagakan kompetensi yang dinilai; 

d. dapat diverifikasi; dan 
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e. memenuhi aturan bukti yang valid, autentik, terkini, 

dan memadai. 

 

Pasal 25 

(1) Pelaksanaan Uji Kompetensi Pemerintahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, menggunakan paling 

sedikit 2 (dua) metode pengumpulan bukti kompetensi 

dalam 1 (satu) unit kompetensi. 

(2) Proses pengumpulan bukti kompetensi pemerintahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 

materi uji kompetensi dan  instrumen uji kompetensi. 

(3) Materi uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dikembangkan untuk mendokumentasikan seluruh bukti 

serta menggali kemungkinan aktivitas pengujian terpadu 

untuk beberapa unit kompetensi. 

(4) Peserta uji kompetensi menunjukan bukti sesuai dengan 

unit kompetensi yang diujikan berdasarkan perangkat uji 

kompetensi yang disiapkan Asesor sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3). 

 

Pasal 26 

Peserta yang belum memenuhi sebagian bukti yang 

dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 

(4) diharuskan untuk mengikuti penilaian lanjut dengan cara 

melengkapi bukti yang masih kurang. 

 

Pasal 27 

(1) Bukti kompetensi hasil penerapan materi uji kompetensi 

dan instrumen uji kompetensi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 25 ayat (4) didokumentasikan oleh Asesor. 

(2) Pendokumentasian  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sebagai dasar penyampaian rekomendasi hasil uji 

kompetensi peserta. 
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Pasal 28 

(1) Pemberian rekomendasi hasil uji kompetensi peserta 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, dilakukan 

oleh Assesor kompetensi pemerintahan. 

(2) Rekomendasi hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berupa kompeten atau belum kompeten. 

 

Pasal 29 

(1) Peserta uji kompetensi berhak untuk mengajukan banding 

terhadap rekomendasi hasil uji kompetensi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).  

(2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

disampaikan kepada Tim Sertifikasi Kompetensi 

Pemerintahan; 

(3) Tim Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan menindaklanjuti 

banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai 

dengan materi banding.  

 

Pasal 30 

(1) Asesor kompetensi pemerintahan menyerahkan 

rekomendasi  hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28 ayat (2) kepada tim uji kompetensi. 

(2) Tim uji kompetensi  membuat laporan hasil pelaksaan uji 

kompetensi kepada Kepala  LSP-PDN. 

(3) Kepala LSP-PDN menyampaikan hasil pelaksanaan uji 

kompetensi kepada Tim Sertifikasi Kompetensi 

Pemerintahan. 

 

Pasal 31 

(1) Pemberian keputusan Uji Kompetensi Pemerintahan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, 

dilaksanakan oleh Tim Sertifikasi Kompetensi 

Pemerintahan. 

(2) Keputusan Uji Kompetensi Pemerintahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: 

a. peserta sudah memenuhi seluruh bukti yang  

dipersyaratkan dan dinyatakan kompeten; dan 
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b. peserta tidak dapat memenuhi bukti yang 

dipersyaratkan dan dinyatakan belum kompeten. 

 

Pasal 32 

(1) Peserta yang dinyatakan  belum kompeten sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, diberi 

kesempatan mengikuti Uji Kompetensi ulang paling banyak 

2  (dua) kali dalam jenjang jabatannya. 

(2) Pelaksanaan Uji Kompetensi ulang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam waktu 2 (dua) 

tahun.  

(3) Uji Kompetensi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan hanya pada Unit Kompetensi yang dinyatakan 

belum kompeten. 

(4) Uji Kompetensi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui  prosedur uji kompetensi. 

  

Pasal 33 

(1) Pemberian Sertifikat Kompetensi Pemerintahan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c 

dilaksanakan berdasarkan Keputusan Uji Kompetensi 

Pemerintahan.  

(2) Kepala LSP-PDN menerbitkan Sertifikat Kompetensi 

Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui 

Sistem Informasi Penilaian Kompetensi dan Sertifikasi 

Pemerintahan Dalam Negeri. 

(3) Kepala LSP-PDN menyampaikan usulan penandatanganan 

Sertifikat Kompetensi Pemerintahan kepada Kepala  Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Direktur 

Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri 

melalui Kepala Pusat yang membidangi sertifikasi untuk 

ditandatangani. 

(4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat:   

a. halaman depan berisi pernyataan telah kompeten pada 

jenjang jabatan tertentu yang ditandatangani oleh 

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
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dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian 

Dalam Negeri; dan 

b. halaman belakang berisi uraian unit kompetensi yang 

dikuasai, yang ditandatangani oleh penanggung jawab 

LSP-PDN. 

 

Pasal 34 

(1) Setiap Pegawai ASN yang sudah mendapatkan sertifikat 

kompetensi diberikan Nomor Register Kompetensi 

Pemerintahan. 

(2) Nomor Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

diberikan oleh LSP-PDN. 

(3) Nomor register  sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

diproses secara elektronik melalui  Sistem Informasi 

Penilaian Kompetensi dan Sertifikasi Pemerintahan Dalam 

Negeri. 

 

Pasal 35 

(1) Penyelenggaraan Uji Kompetensi Pemerintahan dapat 

dilaksanakan secara terintegrasi dengan uji kompetensi   

teknis, manajerial, sosio kultural. 

(2) Integrasi  uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan dengan membuat perencanaan uji 

kompetensi yang terintegrasi.  

(3) Perencanaan uji kompetensi yang terintegrasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menambah 

syarat bukti kompeten sesuai dengan kompetensi teknis, 

kompetensi managerial dan kompetensi sosiokultural pada 

jenjang jabatan yang sesuai dengan pemaketan dan skema 

sertifikasi pemerintahan.  
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BAB V 

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEMERINTAHAN 

 

Pasal 36 

(1) Pengembangan Kompetensi Pemerintahan dilaksanakan 

untuk mengatasi kesenjangan kompetensi antara yang 

dimiliki pegawai ASN dengan Standar Kompetensi pada 

jenjang jabatannya. 

(2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat didasarkan atas rekomendasi LSP-PDN 

sebagai tindak lanjut hasil Uji Kompetensi Pemerintahan. 

(3) Bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi: 

a. pendidikan; 

b. pelatihan; 

c. pembimbingan; 

d. pendampingan; 

e. pemagangan; 

f. konsultasi dan konseling;  

g. seminar dan lokakarya;  

h. kursus; 

i. penataran; 

j. pembelajaran elektronik dan jarak jauh; 

k. pembekalan/orientasi tugas;  

l. pendalaman tugas; dan 

m. pengembangan kompetensi lainnya. 

(4) Pemilihan bentuk pengembangan Kompetensi 

Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilaksanakan sesuai dengan karakteristik peserta dan unit 

kompetensi yang belum dikuasai. 

(5) Pengembangan Kompetensi Pemerintahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan sistem 

pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur 

pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan  
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Pasal 37 

Uraian Standar Kompetensi Pemerintahan tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

 

BAB VI 

PEMBIAYAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI 

 

   Pasal 38 

Pembiayaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan dibebankan 

pada: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; 

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota; atau 

d. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat. 

 

BAB VII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 

 Pasal 39 

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah 

melakukan pembinaan terhadap kinerja pemegang 

Sertifikat Kompetensi Pemerintahan. 

(2) Menteri melalui Inspektorat Jenderal melakukan 

pengawasan terhadap Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 40 

(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap kinerja pemegang Sertifikat Kompetensi 

Pemerintahan provinsi. 

(2) Bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap kinerja pemegang Sertifikat Kompetensi 

Pemerintahan kabupaten/kota. 

 

 



2017, No.1606 
-21- 

BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 41 

LSP-Pemda yang telah dibentuk tetap berlaku sepanjang tidak 

bertentangan dengan Peraturan Menteri ini. 

 

BAB IX 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 42 

Uraian Standard Kompetensi Pemerintahan tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini dapat diadopsi atau diadaptasi oleh 

sektor lain yang tugas dan lingkup pekerjaannya 

mensyaratkan unit kompetensi yang sama, dengan terlebih 

dahulu memperoleh Izin Menteri. 

 

BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal  43 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 1 November 2017 

 

MENTERI DALAM NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

TJAHJO KUMOLO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 13 November 2017 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

              ttd 
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